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PUTUSAN
Nomor 195/Pdt.G/2025/PA.Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bondowoso yang memeriksa dan mengadili

perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah

menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Muhammad Siadi bin Miswanto, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan

Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman

di Desa Gentong RT.016 RW. 004 Kecamatan Taman

Krocok Kabupaten Bondowoso, sebagai Pemohon;

Melawan

Ilalia Risqina Putri binti Sunarto, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan

Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah

Dasar, tempat kediaman di Desa Traktakan RT.006

RW. 004 Kecamatan Wonosari Kabupaten

Bondowoso., sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya

tertanggal 04 Februari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Agama Bondowoso dengan Nomor 195/Pdt.G/2025/PA.Bdw, tanggal 04

Februari 2025, telah mengajukan Cerai Talak dengan mengemukakan

dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan

pada hari Senin tanggal 16 April 2012 yang dicatat oleh Pegawai

Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Wonosari Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur dengan

Kutipan Akta Nikah Nomor : 078/15/IV/2012 tanggal 16 April 2012;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup kumpul
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bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Pemohon dan telah

berhubungan layaknya suami istri (bada dukhul), dan dikaruniai 1

orang anak bernama : Sri Mulyani Ramadhani, perempuan,

Bondowoso, 30 Juni 2015, saat ini berada dalam asuhan Termohon;

3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam

keadaan harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Mei 2022 rumah

tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering

terjadi perselisihan dan pertengkaran;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena

Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga

dimana Termohon sering bersikap tidak sopan kepada Pemohon,

dengan sikapnya Termohon sering membantah nasihat dari Pemohon

dan orang tua Pemohon bahkan Termohon sering berbicara kasar

kepada Pemohon. hal ini menjadikan antara Pemohon dan Termohon

sering bertengkar secara terus menerus dan menyebabkan Pemohon

tidak berkenan lagi hidup bersama dengan Termohon;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terus berlanjut dan

mencapai puncaknya terjadi pada bulan Juni 2024 karena Termohon

tidak ada perubahan sikap dan tetap pada perbuatannya, akhirnya

Termohon pergi dari rumah orang tua Pemohon dan tinggal di rumah

orang tua Termohon sehingga menyebabkan antara Pemohon dengan

Termohon pisah tempat tinggal selama 7 bulan, sejak bulan Juni 2024

hingga sampai sekarang dan selama terjadi pisah tempat tinggal

tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi hubungan

baik lahir maupun batin;

6. Bahwa oleh karena kondisi rumah tangga antara Pemohon dengan

Termohon sudah sedemikian rupa dan tidak mungkin untuk diteruskan

lagi, maka lebih baik pernikahan antara Pemohon dengan Termohon

diakhiri dengan perceraian saja;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul

akibat perkara ini;
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Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar

Ketua Pengadilan Agama Bondowoso Cq Majelis Hakim untuk segera

memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang

amarnya berbunyi:

PRIMER :

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap

Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bondowoso;

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan

Termohon  tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain

untuk datang menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun menurut

berita acara panggilan sidang yang dibuat oleh jurusita Pengganti

Pengadilan Agama Bondowoso tanggal 06 Februari 2025 dan  tanggal  14

Februari 2025  Nomor  : 195/Pdt.G/2025/PA.Bdw yang dibacakan di sidang,

Pemohon telah dipanggil dengan patut dan tidak ternyata, bahwa tidak

datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan

ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara

sidang perkara ini ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon

adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan tanggal 06 Februari

2025 dan  tanggal  14 Februari 2025  Nomor  195/Pdt.G/2025/PA.Bdw,

Pemohon  telah dipanggil secara sah dan  patut untuk menghadap di

sidang dan tidak menyuruh orang lain sebagi wakilnya yang sah dan tidak

ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang

sah,
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Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya,

Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 dan P.2, serta

saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Pemohon berdomisili di

wilayah hukum Pengadilan Agama Bondowoso, sesuai pasal 73

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang

Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Pemohon dan

Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang

sah dan belum pernah bercerai, oleh karena itu keduanya mempunyai

kualitas (legal standing/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam

perkara ini;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat ditemukan fakta

hukum bahwa Penggugat masih berpisah tempat tinggal 3 bulan dan

dikuatkan oleh saksi - saksi, oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa

rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih rukun sehingga belum

memenuhi maksud Pasal 139 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan Jo Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975 Jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis menilai

bahwa Gugatan Penggugat mengandung eror Premature, yakni belum

saatnya untuk diajukan ke Pengadilan dan belum kuatnya saksi – saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon premature,

maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut bermeterai cukup dan cocok

sesuai dengan aslinya yang isinya relevan dengan dalil-dalil gugatan

Penggugat, sehingga memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat

bukti yang perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Penggugat berdomisili di

wilayah hukum Pengadilan Agama Bondowoso, sesuai pasal 73

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
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Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang

Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan bidang

perkawinan,  berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang  Nomor 7 tahun

1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang

Nomor : 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009  tentang Peradilan Agama, maka  biaya perkara

dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan peraturan perudang-undangan yang

berlaku  serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I
1. Menolak permohonan Pemohon;

2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 Masehi,

bertepatan dengan tanggal 21 Sya ban 1446 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj.

Noor Aini sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H.

serta H. Rofik Samsul Hidayat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim

Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh  Ketua Majelis pada hari itu juga

dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim

Anggota tersebut dan dibantu oleh Ahmad Nur Faizin, S.H., M.H. sebagai

Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Noor Aini
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Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H. H. Rofik Samsul Hidayat, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Ahmad Nur Faizin, S.H., M.H.
Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00,-

Biaya Proses : Rp 150.000,00,-

Biaya Pemanggilan : Rp 410.000,00,-

Biaya PNBP : Rp 20.000,00,-

Biaya Sumpah : Rp 100.000,00,-

Biaya Redaksi : Rp 10.000,00,-

Biaya Materai : Rp 10.000,00,-

Jumlah : Rp 730.000,00,-
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